
BUPATI . MAROS.  

PERATURAN BUPATI MAROS 
Nomor: 40 TAHVN �,1 

TENTANG 

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusun:an, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dijadikan 
pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten; 

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, 

1 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan 
Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang telah sesuai · 
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten kepada 
Bupati utuk memperoleh pengesahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Maras Tahun 2015. 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Uridang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor _ 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ,. \ 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 · Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang · Nomor 32 Tahun . 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lenibaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); · 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar� 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lernbaran 

·--. 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

\ 



ct . .  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

. Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

·  17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 101) ;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 
0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07 /2010 tentang 
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2010-2014; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ; 

2 l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 680); 
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 
Nomor 252); 

24.Peraturan Gubernur Provinsi · Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ;  

25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2015 ;  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat __ 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 39); 



. .  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros _ Nomor O 1 Tahun 2007 
ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran · 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01) ;  

28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros · Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2005-:-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros Tahun 2007 Nomor 02); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros 
Tahun 2008 Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2010-2015 [Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros Tahun 2010 Nomor 10); 

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran · Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12); 

32. Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana 
· Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun _ 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 40). 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. - 
3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja­ 

SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. _ · 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. · - 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit 
kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan 
barang daerah. 

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat _ 
Kepala Bappeda adalah Kepala _ · Satuan Kerja . Perangkat Daerah yang /� 
bertariggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan_/ - 
pembangunan di Kabupaten Maros. /1 

• 



8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima] tahun. 

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra­ 
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. · 

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

1 1 .  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah 
· rancangan program prioritas dan patokan batas . maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 

· sebelum disepakati dengan DPRD. · 
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

RKA-SKPD - adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

. . BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENJA SKPD 

Pasal 2 

(1)  Maksud penyusunan Renja SKPD adalah untuk menyusun kebijakan, program 
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) Tujuan penyusunan Renja SKPD untuk mengakomodir usulan masyarakat yang 
selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 

(3) Renja SKPD berkedudukan dan berfungsi sebagai - dokumen perencanaan dan 
menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memperhatikan KUA serta 
PPAS dalarn rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai 
tujuan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2 0 1 5 .  

Pasal 3 

Renja SKPD Tahun 2 0 1 5  disusun berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2 0 1 0 - 2 0 1 5 ,  
dokumen RKPD Kabupaten Maros Tahun 2 0 1 5  yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati dan dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2 0 1 0 -2 0 1 5 yang 

-telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB III 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA SKPD 

Pasal 4 

Sistematika penyusunan Renja SKPD Tahun 2 0 1 5  m elip uti: 

-  Bab I :Pendahuluan 
A. Latar Belakang 
B. Landasan Hukum 
C. Maksud dan Tujuan 
D.Sistematika Penulisan 

· - Bab 11:Evaluasi PelaksanaanRencana Kerja SKPD Tahun Lalu 
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra SKPD 
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 
C. Isu-isu Penting Penyeleriggaraan Togas dan Fungsi SKPD 
D. Review Terhadap Rancangan Awai RKPD · · .  .  
E. Penelaahan Usulan Pro gamd an  Kegiatan Masyarakat 

Bab III :Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan · 

--, 

I 
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A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 
C. Program dan Kegiatan SKPD 

Bab IV:Penutup · 

BAB IV 

PENETAPAN RENJA SKPD 

Pasal 5 

(1 )  Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD Kabupaten yang telah 
sesuai dengan RKPD Kabupaten kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan. 

(2) Rancangan Renja SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  di atas, 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

, (3) Rancangan Renja SKPD Kabupaten Maros Tahun 2 0 1 5  sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

B AB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 59 
Tahun 2 0 1 3  tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2 0 1 4  
(Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2 0 1 3  Nomor 59), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

Diundangkan di MMOS 

Pada tanggal .JA tL<u- P-OIJt. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAROS, 

r 

� 
_.. 

. Ir. H. BAHARUDDIN, MM 

- . Pangkat: Pembina Utama Madya 
Nip. : 19600909 198603 1 029 . 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2 0 1 4  NOMOR .,? . . .  

I .  

' \  
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